BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peraturan terkait keuangan negara menurut asas akuntabilitas dalam
pengelolaan BUMN Persero saat ini setidaknya mengacu kepada UU 17/2003,
UU 19/2003, dan UU 40/2007. Asas akuntabilitas yang berada dalam UU
17/2003 yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil yang pada intinya
membicarakan dalam pengelolaan keuangan negara setiap pengguna anggaran
untuk wajib menjelaskan kinerja atas pencapaian ataupun kegagalan yang
sudah menjadi bagian dari pertanggungjawabannnya. Akan tetapi, UU 17/2003
ini membuat pengertian keuangan negara ini menjadi kabur, dikarenakan
dalam pengertian UU 19/2003 menjelaskan bahwa BUMN merupakan badan
usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang asalnya dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Sehingga dengan
demikian jelas bahwa kekayaan negara tersebut sudah tidak lagi milik negara,
akan tetapi sudah beralih kepemilikannya dalam hal ini BUMN Persero
penyertaan modalnya berbentuk saham. Menunjukan juga penyertaan
kekayaan negara ini sudah beralih menjadi saham, dan seluruhnya menjadi
milik kekayaan BUMN Persero itu sendiri. Selanjutnya asas akuntabilitas

disebutkan dalam UU 19/2003 yang merupakan bagian dari Tata Kelola
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Perusahaan atau Good Corporate Governance sebagai dasar pengelolaan
BUMN.

Sehingga, dengan demikian peraturan terkait asas akuntabilitas dalam
pengelolaan BUMN Persero berkaitan dengan UU 40/2007, memang tidak
secara eksplisit UU 40/2007 menyebutkan ada pasal-pasal yang termasuk
dalam asas akuntabilitas, akan tetapi Penulis menyimpulkan bahwa asas
akuntabilitas ini berkaitan erat dengan terkait kejelasan fungsi, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban organ PT. Oleh karena itu terdapat beberapa pasal
yang menganut asas akuntabilitas seperti Pasal 50, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64,
Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) sampai dengan Pasal 97 ayat (5), Pasal 108,
dan Pasal 114 ayat (1) sampai dengan pasal 114 ayat (5). Bahkan saat ini
selurun PT menggunakan asas akuntabilitas ini sebagai salah satu pedoman
dari perusahaan yang mereka kendalikan, dikarenakan asas akuntabilitas ini
memang sangat penting untuk diterapkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi dari peraturan keuangan
negara terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero dapat
ditarik suatu kesimpulan atas kasus yang Penulis angkat yaitu kasus Ibu Karen
Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama PT Pertamina yang melakukan
Participating Intererst sebesar 10% disuatu Blok minyak yang dinamakan
BMG (Basker Manta Gummy) di Australia milik ROC Oil Company Pty
Limited. Dalam kasus ini yang menarik adalah penghitungan penentuan
kerugian kekayaan negara itu sendiri yang dilakukan oleh hanya seorang

akuntan biasa oleh suatu KAP. Berkaitan dengan asas akuntabilitas, dalam
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kasus ini Ibu Karen saat itu menjabat dan melakukan serta mengawasi proyek
ini telah melakukan asas akuntabilitas dengan meminta segala persetujuan yang
dibutuhkan untuk dapat melaksanakan proyek Participating Interest ini kepada
Dewan Komisaris. Bahkan proyek ini telah mendapatkan release and
discharge dari RUPS pada saat proyek ini dipertanggungjawabkan dihadapan
pemegang saham. Sehingga ini menunjukan bahwa pengimplementasian asas
akuntabiltas pada kasus ini sudah baik, akan tetapi pengaturan terkait keuangan
negara yang membingungkan, BUMN Persero masih dianggap sebagai bagian
dari keuangan negara yang tunduk kepada UU 17/2003. Padahal seharusnya
BUMN Persero sudah sepenuhnya kepengurusannya tunduk kepada UU

40/2007 sebagai ranah hukum privat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka oleh
karena itu Penulis memberikan saran yang pertama, bahwa urgensi untuk
melakukan revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara
dalam pengelolaan BUMN Persero harus segera diperjelas, dalam hal ini
adalah UU 17/2003, berserta pula yang telah dinyatakan dalam Putusan MK
48/2013 dan Putusan MK 62/2013 harus dibatalkan, yang menyatakan bahwa
status kekayaan negara dalam perusahaan yang bersumber dari keuangan
negara yang terpisah dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal
di BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, maka setiap aliran

keuangan negara yang sumbernya adalah APBN wajib dipertanggungjawabkan
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dengan mekanisme APBN. Dengan demikian apabila BUMN mengalami
kerugian, negara juga harus menanggung kerugian atas APBN. Pernyataan
yang demikian jelas sangat merugikan posisi BUMN Persero sebagai badan
hukum privat. Dengan demikian, penting adanya peraturan baru, yang dengan
jelas menyatakan bahwa BUMN Persero tunduk kepada UU 40/2007, yang
berarti ranahnya sudah ranah privat dan bukan lagi ranah publik. Sehingga
dalam hal asas akuntabilitas, yang dipergunakan adalah asas akuntabilitas yang
berada dalam prinsip Good Corporate Governance dan bukan menurut asas
akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

Selanjutnya,  juga  pemerintah perlu menegakan dan
mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XIV/2016 terkait pernyataan kata “dapat” merugikan keruangan negara dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK karena seakan memberikan keleluasaan
kepada aparat penegak hukum untuk bertindak dengan sewenang-wenang serta
mengabaikan kewajibanny bertindak atas dasar hukum yang jelas. Dikarenakan
kata “dapat” merugikan keuangan negara itu menimbulkan perasaan yang tidak
aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis sebagaimana mustinya selaku
organ BUMN Persero yang dituntut memperoleh keuntungan. Sehingga perlu
membedakan unsur kerugian keuangan negara hanya sekadar perkiraan semata
atau potential loss, akan tetapi kerugian itu harus secara nyata atau actual loss.

Selanjutnya Penulis memberikan saran berikutnya, Indonesia dapat
mulai menerapkan Deferred Prosecution Agreement, yang merupakan salah

satu model penegakan hukum integratif yang digunakan di Amerika Serikat.

103



Pada prinsipnya, merupakan metode berdasar pada perjanjian agar seorang
Jaksa tidak melakukan penuntutan kepada korporasi apabila korporasi tersebut
telah melakukan missed management yang mungkin mengakibatkan kerugian
bagi perseroan, akan tetapi melainkan upaya untuk mengembalikan kondisi
keuangan korporasi kepada posisi semula. Dengan kata lain terkait penulisan
tesis ini, apabila BUMN Persero ternyata dalam kepengurusannya telah salah
mengambil suatu keputusan dan keputusan tersebut ternyata merugikan
perseroan, maka tidak perlu dilakukannya penuntutan, melainkan pengawasan
kepada BUMN Persero untuk dapat mengembalikan apa yang dirugikannya

tersebut.
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